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PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 98 TAHUN 2021

TENTANG
TUNJANGAN TRANSPORTASI

BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOXK,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bagi Anggota DPRD
diberikan tunjangan transportasi;

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 15 Peraturan
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
kendaraan dinas Pimpinan, kepada yang bersangkutan
diberikan tunjangan transportasi dalam bentuk uang
dan dibayarkan setiap bulan dengan besaran tunjangan
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan
transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD
kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan
perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan

Anggota DPRD provinsi,



Mengingat

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan
Wali Kota Depok Nomor 39 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Depok
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 95 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 39
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan besaran
nilai Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif,
Tunjangan  Perumahan, Tunjangan  Transportasi,
Pemeriksaan Kesehatan, Pakaian Dinas dan Atribut,
Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan, Tenaga
Ahli Fraksi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Wali
Kota tentang Standar Harga Satuan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d,
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Depok;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 13);

13. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 39 Tahun 2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Depok Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017
Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 39 Tahun 2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Depok Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021
Nomor 95);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUNJANGAN

TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.

Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya
disebut Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan
rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II
BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
Pasal 2

(1) Besarnya Tunjangan Kesejahteraan berupa Tunjangan

Transportasi bagi Anggota DPRD, sebagai berikut:

a. Bahan Bakar Minyak bagi kendaraan Dinas Jabatan
Pimpinan (diberikan Bahan Bakar Minyak untuk
operasional Pimpinan DPRD di dalam Kota Depok)
sebesar Rp. 1.040.000,00 Orang per Bulan;

b. Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebesar
Rp. 16.904.000,00 Orang Per Bulan.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibayarkan setiap bulan terhitung mulai Januari 2022.

Pasal 3

Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dibebankan pada APBD Kota Depok.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 13 Desember 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K. H. MOHAMMAD IDRIS
Diundangkan di Depok
pada tanggal 13 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 98

SESUAI DENGAN ASLINYA

ARI'P., SH, M.H.
072005012005




